
SALINAN 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 33 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI 

TENGGARA NOMOR 31  TAHUN 2017 TENT ANG PEDOMAN 

PEMBERIAN HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

Menimbang a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan 

penyesuaian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 

b. bahwa Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 

Nomor 31  Tahun 2017 ten tang Pedoman Pemberian Hak 

Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2022 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubemur 

Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 tentang 

Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini maka 

perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Keempat atas Peraturan 

Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan 
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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Sulawesi Tenggara; 

Daerah Provinsi 

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6778); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5650) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 

18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6847); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daeah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahah 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1067); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 

ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA 

NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERlAN 

HAK KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! SULAWESI 

TENGGARA. 

Pasal I 

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2017 Nomor 31 )  yang telah beberapa kali diubah dengan 

Peraturan Gubernur: 
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1.  Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 

2017 Nomor 16); 

2. Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 

2017 ten tang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2017 Nomor 35); 

3. Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 31 Tahun 

2017 ten tang Pedoman Pemberian Hak Keuangan Pimpinan 

Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi 

Tenggara Tahun 2022 Nomor 11) ;  

diubah sebagai berikut: 

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni 

Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 9A 

(1) Dalam melaksanakan kegiatan reses, Pimpinan dan 

Anggota DPRD diberikan tunjangan reses dan biaya 

perjalanan dinas. 

(2) Sekretariat DPRD memfasilitasi pelaksanaan kegiatan reses 

berupa pendampingan dari staf Sekretariat DPRD, sarana 

dan prasarana, sesuai dengan kemampuan keuangan 

daerah dan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD. 
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Pasal 9B 

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis fasilitasi pelaksanaan 

kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan 

Keputusan Gubernur. 

Pasal I 

Peraturan Gubernur ul e '  1mu1  m u. al  

diundangkan. 

berlaku pada tanggal 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. 

Ditetapkan di Kendari 

pada tanggal 25 - 8 - 2022 

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ALI MAZI 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal 25 - 8  -  2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA, 

ttd 

ASRUN LIO 

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 33 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Hukum, 

SYAF H. M.Hum 
NIP, .. 1929 199603 1 001 


